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PENDAHULUAN

Keluarga yang sibuk dengan karier sering kali mempekerjakan pembantu
rumah tangga (PRT) untuk membantu pekerjaan yang ada di rumah majikan
sehari-hari. Meskipun PRT penting untuk membantu keluarga dalam tugas-
tugas domestik, mereka sering kali tidak diakui secara resmi dalam sektor
ketenagakerjaan, sehingga dimasukkan ke dalam kategori informal. Sayangnya,
eksistensi PRT dalam sektor informal membuat mereka rentan terhadap berbagai
bentuk kekerasan, yang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.
Kasus-kasus tragis seperti kematian Mariyati di Tangerang menyoroti kekerasan
yang masih sering terjadi terhadap PRT di negara Indonesia.

Meskipun ada peraturan yang seharusnya melindungi mereka, seperti
Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-
Undang Perlindungan Anak, namun perlindungan ini belum cukup efektif.
Selain itu, dalam ranah ketenagakerjaan, PRT juga belum diakui sebagai pekerja
secara resmi menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ini menunjukkan
perlunya tindakan lebih lanjut untuk melindungi hak dan keamanan para
pekerja rumah tangga yang rentan ini.. Kekerasan fisik mencapai 102 kasus yang
meliputi pemukulan, isolasi dan perdagangan manusia terhadap PRT.
Sementara itu kekerasan ekonomi karena upah tidak dibayar mencapai 74 kasus.
Adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan UU No. 35 Tahun 2016 tentang
Perlindungan Anak belum cukup mampu melindungi PRT dari kekerasan.
Sedangkan dari aspek ketenagakerjaan, UU No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan jo. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU
Ketenagakerjaan), belum mengakui PRT sebagai pekerja.

Demikian pula, UU Pekerja rumah tangga (PRT) adalah kelompok pekerja
yang sering kali mengalami perlakuan yang tidak adil dan kekerasan dalam
lingkungan rumah tangga. Dalam banyak kasus, banyak dari mereka yang
menjadi korban perlakuan kasar, pelecehan verbal, atau bahkan kekerasan fisik
oleh majikan mereka. Oleh karena itu, penting untuk memahami perlindungan
hukum pidana yang ada bagi PRT yang menjadi korban kekerasan dalam
lingkungan rumah tangga oleh majikan mereka.Dalam masyarakat modern saat
ini, kekerasan dalam rumah tangga menjadi isu yang semakin meningkat. Bukan
hanya pasangan suami istri yang menjadi korban, namun pekerja rumah tangga
pun seringkali menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh majikan.

Kekerasan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk fisik, verbal,
dan emosional. Oleh karena itu, Perlindungan hukum pidana untuk para PRT
yang menjadi korban kekerasan di lingkungan rumah tangga oleh majikan
sangatlah krusial. Dalam artikel ini, kita akan membahas secara mendalam
mengenai perlindungan hukum tindak pidana bagi pekerja rumah tangga
korban kekerasan dalam rumah tangga oleh majikan atau pemilik rumah yang
tempat PRT bekerja. Kami akan menguraikan mengapa perlindungan hukum
pidana diperlukan, tindakan hukum yang dapat diambil, serta dampak dari
perlindungan hukum ini bagi pekerja rumah tangga korban kekerasan dalam
rumah tangga.
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Mengapa Perlindungan Hukum Pidana Diperlukan?Perlindungan
hukum pidana bagi pekerja rumah tangga korban kekerasan dalam rumah
tangga oleh majikan adalah suatu keharusan dalam menegakkan keadilan.
Pekerja rumah tangga juga memiliki hak asasi manusia yang harus dihormati,
dihargai dan dilindungi. Mereka tidak pantas menjadi sasaran kekerasan atau
penyalahgunaan oleh majikan. Selain itu, perlindungan hukum pidana juga
penting untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan di masa mendatang.
Dengan adanya hukuman pidana yang tegas bagi pelaku kekerasan, hal ini dapat
menjadi pembelajaran bagi masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga
tidak dapat diterima dan akan mendapat sanksi yang berat. Untuk melindungi
pekerja rumah tangga korban kekerasan dalam rumah tangga oleh majikan,
terdapat beberapa tindakan hukum yang dapat diambil. Pertama, korban dapat
melaporkan kejadian kekerasan tersebut kepada pihak berwenang, seperti
kepolisian atau dinas sosial. Pihak berwenang akan melakukan penyelidikan dan
memberikan perlindungan kepada korban. Selanjutnya, korban juga dapat
mengajukan gugatan hukum terhadap majikan yang melakukan kekerasan.

Gugatan ini dapat dilakukan melalui pengadilan dan korban dapat
mendapatkan kompensasi atas kerugian yang dialaminya. Dampak
Perlindungan Hukum Pidana bagi Pekerja Rumah Tangga Korban Kekerasan
dalam Rumah Tangga. Perlindungan hukum pidana bagi pekerja rumah tangga
korban kekerasan dalam rumah tangga oleh majikan memiliki dampak yang
signifikan. Pertama, korban akan merasa lebih aman dan terlindungi setelah
pelaku kekerasan mendapatkan hukuman yang setimpal. Hal ini dapat
meredakan traumanya dan memulihkan kepercayaan dirinya. Selain itu,
perlindungan hukum pidana juga dapat mempengaruhi kesadaran masyarakat
mengenai pentingnya menghormati hak asasi manusia pekerja rumah tangga.
Dengan adanya hukuman yang tegas bagi pelaku kekerasan, masyarakat akan
lebih berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan kekerasan terhadap pekerja
rumah tangga.

TINJAUAN PUSTAKA

Meskipun terdapat Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan UU No. 35 Tahun
2016 tentang Perlindungan Anak, perlindungan terhadap PRT dari kekerasan
masih belum memadai. Begitu pula, dalam hal ketenagakerjaan, UU No. 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja belum mengakui PRT sebagai pekerja. PRT seringkali mengalami
perlakuan tidak adil dan kekerasan di lingkungan rumah tangga, yang
mencakup perlakuan kasar, pelecehan verbal, dan kekerasan fisik. Oleh karena
itu, penting untuk memperhatikan perlindungan hukum tindak pidana bagi PRT
yang menjadi korban kekerasan di rumah tangga oleh majikan mereka, terutama
dalam konteks masyarakat modern yang semakin menghadapi peningkatan
kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Kehadiran Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah
Tangga (UUPKDRT) telah membuka pintu bagi penyingkapan kasus KDRT,
termasuk kasus yang melibatkan Pekerja Rumah Tangga (ART), serta untuk
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upaya perlindungan hak-hak ART sebagai korban. Meskipun pada awalnya
KDRT dianggap sebagai urusan privat yang tak boleh diintervensi pihak luar,
dalam perkembangannya, UUPKDRT masih menghadapi beberapa
ketidaksesuaian pasal yang merugikan perempuan korban kekerasan. Sebagai
respons, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006
tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam
Rumah Tangga, sebagai langkah pelaksanaan UUPKDRT yang diharapkan
mempermudah implementasinya sesuai dengan mandat yang tercantum dalam
UUPKDRT.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu penelitian
yang hanya menggambarkan keadaan dari objek variabel yang diteliti tanpa
membuat perbandingan dan bersifat mandiri. Metode penelitian yang
menggunakan berupa studi pustaka.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Artikel ini akan membahas tentang upaya perlindungan secara hukum
tindak pidana bagi PRT yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga
oleh majikan mereka. Kami akan menjelaskan pentingnya perlindungan hukum
ini, mengidentifikasi dan menganalisis peraturan hukum terkait, serta
memberikan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan hukum bagi PRT.
Perlindungan hukum tindak pidana bagi PRT yang menjadi korban kekerasan
dalam rumah tangga oleh majikan mereka sangat penting untuk melindungi
hak-hak asasi manusia mereka, mencegah dan menindak kekerasan, serta
mengubah paradigma masyarakat.

Meskipun sudah ada peraturan hukum terkait, langkah-langkah
tambahan perlu diambil untuk memperkuat perlindungan hukum ini.
Peningkatan kesadaran, penegakan hukum yang tegas, dan peningkatan
mekanisme pelaporan adalah beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan.
Dengan adanya perlindungan hukum pidana yang kuat, diharapkan PRT yang
menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dapat mendapatkan keadilan
yang pantas. Dalam artikel ini, kami telah membahas tentang pentingnya
perlindungan hukum tindak pidana bagi para pekerja rumah tangga yang
menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh majikan. Kami telah
menjelaskan mengapa perlindungan hukum pidana sangat penting dalam
menangani kasus kekerasan di tempat kerja ini, serta memberikan wawasan
tentang perlindungan hukum yang ada di Indonesia.

L. Pentingnya Perlindungan Hukum Pidana bagi PRT
Perlindungan hukum pidana bagi PRT yang menjadi korban kekerasan dalam
rumah tangga oleh majikan mereka sangat penting. Berikut adalah beberapa
alasan mengapa perlindungan hukum ini diperlukan:
1. Melindungi hak-hak asasi manusia: Setiap individu, termasuk PRT, memiliki
hak-hak asasi manusia yang harus dilindungi. Perlindungan hukum pidana
memberikan perlindungan terhadap pelanggaran hak-hak asasi manusia yang
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dialami oleh PRT.
2. Mencegah dan menindak kekerasan: Dengan adanya perlindungan hukum
pidana, PRT yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dapat
melaporkan kejahatan yang mereka alami dan mengharapkan tindakan hukum
yang tepat dilakukan terhadap pelaku kekerasan.
3. Membangun kesadaran dan mengubah paradigma: Dengan adanya
perlindungan hukum pidana, kesadaran akan pentingnya melindungi PRT dari
kekerasan akan meningkat. Hal ini dapat mengubah paradigma masyarakat dan
majikan rumah tangga, serta mendorong mereka untuk menghormati hak-hak
PRT.

II. Peraturan Hukum Terkait Perlindungan Hukum Pidana bagi PRT
Di Indonesia, ada beberapa peraturan hukum yang relevan dalam memberikan
perlindungan hukum pidana bagi PRT yang menjadi korban kekerasan dalam
rumah tangga oleh majikan mereka. Berikut adalah beberapa peraturan hukum
yang perlu diperhatikan:
1. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: Undang-
undang ini memberikan perlindungan bagi seluruh pekerja, termasuk PRT. Pasal
87 menjelaskan tentang hak-hak PRT, termasuk hak untuk diperlakukan dengan
hormat dan tidak diperlakukan secara diskriminatif atau kekerasan.
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam
Rumah Tangga: Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi perempuan,
termasuk PRT, dari kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 5 mengatur tentang
perlindungan hukum pidana bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.
3. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang: Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum
pidana bagi korban perdagangan orang, termasuk PRT yang dipaksa bekerja
dalam kondisi yang tidak manusiawi atau menjadi korban kekerasan.

III. Rekomendasi untuk Memperkuat Perlindungan Hukum bagi PRT
Walaupun terdapat regulasi hukum yang mengatur perlindungan hukum
pidana bagi pembantu rumah tangga (PRT) yang menjadi korban kekerasan
dalam lingkungan rumah tangga oleh majikan, hal tersebut bertujuan untuk
memastikan bahwa mereka memperoleh perlindungan hukum yang setara
dengan korban kekerasan lainnya. mereka, masih ada beberapa langkah yang
bisa diambil untuk memperkuat perlindungan hukum ini. Berikut adalah
beberapa rekomendasi:

1. Peningkatan kesadaran dan edukasi: Pemerintah dan organisasi non-
pemerintah perlu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya
melindungi PRT dari kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Edukasi yang
berkualitas tentang hak-hak PRT dan konsekuensi hukum dari kekerasan harus
diberikan kepada semua pihak yang terlibat.

2. Penegakan hukum yang tegas: Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku
kekerasan dalam rumah tangga perlu dilakukan. Pelaku kekerasan harus dikenai
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sanksi pidana yang sesuai dengan tindakan mereka, sebagai bentuk keadilan
bagi korban.

3. Peningkatan mekanisme pelaporan: Mekanisme pelaporan kekerasan dalam
rumah tangga perlu diperkuat. Korban harus dapat melaporkan kekerasan
dengan aman dan percaya diri, tanpa takut akan pembebasan pelaku atau represi
dari pihak majikan.

Dalam era modern ini, pekerja rumah tangga telah menjadi bagian
penting dalam kehidupan masyarakat. Mereka membantu menjalankan berbagai
tugas domestik di dalam rumah tangga, seperti membersihkan rumah, memasak,
merawat anak-anak, dan melakukan pekerjaan lainnya. Namun, tidak dapat
dipungkiri bahwa beberapa pekerja rumah tangga mengalami kekerasan dalam
rumah tangga oleh majikan mereka. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan
perlindungan hukum tindak pidana yang memadai untuk melindungi pekerja
rumah tangga yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh
majikan.

I. Pekerja Rumah Tangga sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Pekerja rumah tangga merupakan kelompok yang rentan terhadap kekerasan
dalam rumah tangga. Mereka sering kali bekerja di bawah pengawasan langsung
majikan mereka, tanpa pengawasan yang memadai. Hal ini membuat mereka
menjadi target potensial bagi perilaku kekerasan oleh majikan. Kekerasan seperti
pelecehan fisik, psikologis, dan seksual sering kali terjadi terhadap pekerja
rumah tangga.

II. Perlindungan Hukum Pidana bagi Pekerja Rumah Tangga

Dalam upaya melindungi pekerja rumah tangga yang menjadi korban kekerasan
dalam rumah tangga oleh majikan, diperlukan perlindungan hukum pidana
yang efektif. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain adalah:

1. Pengenalan undang-undang yang jelas

Pemerintah perlu mengadopsi undang-undang yang jelas dan tegas untuk
melindungi pekerja rumah tangga dari kekerasan dalam rumah tangga oleh
majikan. Undang-undang ini harus mencakup definisi kekerasan, sanksi yang
tegas, dan prosedur hukum yang jelas.

2. Pelatihan dan kesadaran hukum

Pemerintah dan organisasi-organisasi terkait perlu memberikan pelatihan
kepada pekerja rumah tangga tentang hak-hak mereka dan cara melaporkan
kekerasan yang mereka alami. Hal ini akan meningkatkan kesadaran hukum dan
memberikan mereka keberanian untuk melaporkan kekerasan tersebut

3. Penegakan hukum yang efektif
Penegakan hukum yang efektif sangat penting bagi PRT untuk mendapatkan
keadilan kepada pekerja rumah tangga yang menjadi korban kekerasan. Polisi
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dan aparat penegak hukum perlu menangani setiap laporan kekerasan dengan
serius dan menyelidiki secara menyeluruh.

4. Pembentukan lembaga pemantau independen

Pemerintah perlu membentuk lembaga pemantau independen yang bertugas
mengawasi pelaksanaan undang-undang perlindungan bagi pekerja rumah
tangga. Lembaga ini akan memastikan bahwa undang-undang ditegakkan
dengan baik dan memberikan perlindungan yang efektif bagi korban kekerasan.
Perlindungan hukum pidana bagi pekerja rumah tangga yang menjadi korban
kekerasan dalam rumah tangga oleh majikan merupakan langkah penting dalam
memastikan keadilan dan kesetaraan di dalam masyarakat. Diperlukan adanya
undang-undang yang jelas, pelatihan dan kesadaran hukum, penegakan hukum
yang efektif, serta adanya lembaga pemantau independen untuk melindungi
pekerja rumah tangga. Hanya dengan langkah-langkah ini, kita dapat
menciptakan lingkungan yang aman dan adil.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dalam membahas topik ini, kami telah mengidentifikasi beberapa
masalah yang dihadapi oleh pekerja rumah tangga yang menjadi korban
kekerasan dalam rumah tangga oleh majikan. Salah satu masalah utama adalah
ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam perlindungan hukum. Pekerja rumah
tangga sering kali tidak mendapatkan perlindungan yang sama seperti pekerja
di sektor lainnya. Hal ini menyebabkan mereka rentan terhadap kekerasan dan
eksploitasi. Selain itu, kami juga mempertimbangkan tantangan dalam
menegakkan hukum pidana dalam kasus kekerasan di tempat kerja ini.

Beberapa tantangan tersebut meliputi minimnya kesadaran dan
pemahaman tentang hak-hak yang harusya didapatkan para pekerja rumah
tangga, kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang cukup, serta kurangnya
aksesibilitas ke sistem peradilan. Namun demikian, meskipun ada tantangan
yang dihadapi, kami percaya bahwa perlindungan hukum tindak pidana bagi
pekerja rumah tangga yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh
majikan dapat ditingkatkan. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk
meningkatkan perlindungan hukum ini adalah dengan meningkatkan kesadaran
masyarakat tentang hak-hak pekerja rumah tangga, memperkuat kerja sama
antara pemerintah, non-pemerintah, dan lembaga internasional, serta
meningkatkan aksesibilitas ke sistem peradilan.

PENELITIAN LANJUTAN

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih meneliti dengan detail
untuk bisa mengusut tuntas persoalan Undang-Undang yang lebih jelas untuk
kesejahteraan para pekerja rumah tangga (PRT).
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